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 The purpose of this study is to find out how the role of the Sharia Supervisory 

Board in complying with sharia principles applied in sharia banking is based on 

good corporate governance. The method used in this research is using field 

research. Qualitative descriptive approach. The source of data in this study is 

secondary data. Data collection techniques are documentation through journals, 

books, libraries and the Qur'an and Hadith. The findings obtained in this study 

are that as an intermediary institution based on sharia principles, Islamic banks 

must comply with two types of compliance, namely sharia principles and legal 

compliance. The application of such compliance is not only required for good 

corporate governance and various Islamic bank products, but also for financial 

deeds made by a notary. Therefore, financial actions in Islamic banks must reflect 

the principles of sharia compliance, not only legal compliance. Specific concerns 

regarding sharia compliance have come within the scope of the Sharia 

Supervisory Board's authority. The Sharia Supervisory Board has implemented 

good sharia compliance in sharia banking. Islamic banking has implemented 

Good Corporate Governance (GCG) this triggers that every transaction and 

financial arrangement in Islamic banking is in accordance with sharia principles. 
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  ABSTRAK 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dewan 

Pengawas Syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam 

perbankan syariah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan literature review dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi melalui jurnal, buku, 

perpustakaan dan Al-Qur'an dan Hadits. Temuan yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah bahwa sebagai lembaga intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah, bank syariah harus mematuhi dua jenis kepatuhan, yaitu prinsip-prinsip 

syariah dan kepatuhan hukum. Penerapan kepatuhan tersebut tidak hanya 

diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang baik dan berbagai produk bank 

syariah, tetapi juga untuk akta keuangan yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, 

tindakan keuangan di bank syariah harus mencerminkan prinsip-prinsip 

kepatuhan syariah, tidak hanya kepatuhan hukum. Perhatian khusus mengenai 

kepatuhan syariah telah masuk dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas 

Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah menerapkan kepatuhan syariah yang baik 

di perbankan syariah. Perbankan syariah telah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) hal ini memicu agar setiap transaksi dan pengaturan keuangan 

pada perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. 

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance 
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PENDAHULUAN 

Industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah telah berkembang secara 

signifikan dari waktu ke waktu baik di Indonesia maupun dunia pada umumnya. Pertumbuhan 

tersebut tidak lepas dari semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank 

syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan basis nasabah bank syariah yang terus berkembang. 

Sebagai badan usaha Islam, bank syariah harus mencapai visi Al Falah, bahagia dunia dan 

akhirat. Visi ini harus tercermin dalam program dan kegiatan usaha bank syariah untuk 

pemenuhan kemaslahatan spiritual, dan finansial serta sosial. Sebagai badan usaha Islam, bank 

syariah harus mencapai visi Al Falah, bahagia dunia dan akhirat. Visi ini harus tercermin dalam 

program dan kegiatan usaha bank syariah untuk pemenuhan kemaslahatan spiritual, dan 

finansial serta sosial. Dengan adanya visi misi ini juga dapat menimbulkan tantangan terhadap 

umat Islam untuk menegakan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam (Shofawati, 

2014).  

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem keuangan syariah seperti 

dalam konteks teori, operasi dan implementasi (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Dari segi teoritis, 

filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-

loss sharing) harus dikembangkan. Dalam pengoperasiannya, diperlukan perhatian terhadap 

inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian risiko, sedangkan dalam konteks implementasi 

sistem yang dibutuhkan penerapannya harus disesuaikan dengan situasi hukum dan ekonomi 

masyarakat yang mempertimbangkan. Pada kenyataannya, operasional perbankan syariah pada 

skala sistem yang efisien hingga saat ini, dibatasi oleh masalah ekonomi, seperti kurangnya 

kerangka pemantauan yang kuat dan sistem regulasi yang ketat dalam sistem keuangan 

(Setiawan, 2006).  

Ciri-ciri lembaga keuangan Islam adalah bahwa mereka menggunakan hukum Islam. 

Dalam menjalankan operasinya, entitas tersebut akan diawasi oleh DPS. DPS memiliki fungsi 

untuk memantau dan menjamin bahwa bank telah mematuhi syariat Islam dalam semua 

kegiatan operasionalnya (Mukhibat, 2019).  Kajian teori pemangku kepentingan membahas 

tentang peran seluruh manajer perusahaan dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan. Menurut pandangan Islam, teori pemangku kepentingan memberikan gambaran 

tentang peran DPS dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan 

(A.N. Mohammed dan Muhammed, 2017).   

  Untuk menjamin terpenuhinya syariat Islam, bank syariah memiliki Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). DPS ini berfungsi sebagai pengawas dan konsultan bagi pengurus dalam 

menjalankan bank agar operasionalnya sesuai dengan syariat Islam (A.N. Mohammed dan 

Muhammed, 2017).  Dengan demikian, efektivitas peran DPS dalam menjalankan fungsinya 

menentukan, sebagian besar, apakah bank mencapai tujuannya, yaitu, dari sudut pandang teori 

pemangku kepentingan, terpenuhinya semua kepentingan pemangku kepentingan. Partisipasi 

DPS dalam memenuhi kepentingan pemangku kepentingan didasarkan pada pandangan bahwa 

semua pihak memiliki kontribusi untuk mencapai kinerja perusahaan. Artinya, sangat 

memungkinkan untuk mengembangkan peran DPS dalam mencapai kinerja bank syariah. 

Selain DPS, bank juga membutuhkan pihak lain yang menjamin bank dapat memenuhi 

kebutuhan stakeholders. Dari sudut pandang konflik keagenan, terdapat asimetri informasi 

antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal 

memiliki informasi yang berbeda mengenai kinerja perusahaan. Manajemen sebagai pihak 

yang menjalankan suatu perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pemilik. Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik 

keagenan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan diperlukan untuk menjamin kepentingan 

seluruh pemangku kepentingan (Mukhibat, 2019).  
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DPS dalam mencapai kinerja bank syariah. Beberapa peneliti telah mengembangkan 

fungsi SSB yang: melangkah lebih jauh dari sekedar kepatuhan bank terhadap syariat Islam, 

seperti fungsi meningkatkan kualitas laporan keuangan mengurangi manajemen laba 

(discretionary loan loss provision), meningkatkan profitabilitas (N.M. Nomran dan Hassan 

(2017). Ditemukan bahwa DPS memiliki peran dalam meningkatkan kinerja bank karena DPS 

telah terbukti secara empiris melakukan pemantauan dan konsultasi manajemen untuk jalannya 

perusahaan (I. Shittu, 2016). Namun ditemukan bahwa SSB tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Agar terciptanya pengelolaan yang baik dalam perbankan syariah, maka diperlukan 

ata kelola perusahaan yang baik juga dalam perbankan tersebut (Asrori, 2014).  

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bentuk utama kepatuhan 

syariah di setiap industri keuangan bank syariah dan industri keuangan syariah non bank untuk 

mematuhi peraturan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian integral dari 

kepatuhan Syariah (Setyowati  dkk, 2019).   Dengan demikian Fintech Syariah sebagai salah 

satu lembaga keuangan yang termasuk dalam industri keuangan non bank juga pada prinsipnya 

harus ber-Syariah. 

Seperti halnya perbankan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah Fintech 

Syariah di Indonesia terkait dengan permasalahan yang sudah ada dalam penerapannya pada 

perbankan syariah. Salah satu permasalahan klasik yang ada dalam ekonomi Islam 

sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad Ali Jum'ah adalah sulitnya mendapatkan sumber 

daya manusia yang menguasai bidang ilmu ekonomi Islam. hukum dan ahli di bidang ekonomi 

dan keuangan (Ambo, 2018).  Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan 

anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya merangkap jabatan profesional atau merangkap 

jabatan dengan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di tempat lain, dosen, atau 

merangkap anggota DSN-MUI (Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018).  Hal ini membuat fungsi 

Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah tidak dapat berjalan secara maksimal.  

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah dewan pengawas syariah hanya dianggap 

sebagai objek pelengkap dalam lembaga keuangan syariah sehingga strukturnya hanya diisi 

tanpa menggunakan ukuran dan kriteria yang tepat (Prastyaningsih dan Syamsuri,2018).  Hal 

ini akan berdampak pada kurang diperhatikannya rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan 

Pengawas Syariah sehingga fungsi dan perannya seolah terabaikan.  

Terlepas dari tantangan-tantangan di atas, urgensi keberadaan Dewan Pengawas 

Syariah dalam Fintech Syariah sangat diperlukan mengingat keberadaan Fintech Syariah telah 

menjadi alternatif pengganti memenuhi kebutuhan pembiayaan regulasi dari pemerintah serta 

masyarakat. Berkaca pada penerapannya di industri perbankan syariah, penerapan DPS dalam 

Fintech Syariah di Indonesia harus dilakukan dengan melihat realitas yang ada. Namun, setiap 

masalah sebenarnya memiliki solusi yang bisa menjadi jalan keluarnya. Di sinilah letak 

pentingnya kerjasama antar pemangku kepentingan terkait.  

Beberapa pemangku kepentingan yang dapat dipetakan adalah pemerintah dan 

kebijakan atau peraturannya, industri Fintech Syariah itu sendiri, lembaga pendidikan dan 

penelitian, bank dan lembaga keuangan, modal ventura, penyedia jaringan internet, Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dan DSN- MUI. Semua pemangku kepentingan ini memiliki peran 

yang menentukan dalam perkembangan fintech syariah di masa depan (Rusydiana, 2019).  

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga tidak rutin mendatangi perbankan syariah untuk 

melaksanakan tugasnya. Tetapi, hanya datang sekali dalam satu minggu, sebulan sekali, bahkan 

ada juga yang tidak datang dalam sebulan ke perbankan Syariah (Pradita, 2015).  Hal tersebut 

tentu berdampak pada kinerja DPS sebagai badan pengawasan terhadap perbankan syariah. 

Kasus-kasus tersebut tentunya membuat masyarakat semakin khawatir dan mempertanyakan 

kesyariahan di perbankan syariah dan bagaimana sebenarnya Dewan Pengawas Syariah 
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menjalankan fungsi pengawasannya dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah, serta 

menjalankan ketentuan- ketentuan yang telah menjadi pedoman DPS dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, 

banyak disinggung dalam Al-Quran maupun Hadist, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf 

ayat 16-17 bahwa “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) 

ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan 

yang lain duduk di sebelah kiri.” 

Dengan demikian peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan, karena kepercayaan 

masyarakat sepenuhnya ada di tangan DPS mengenai kesyariahan dari bank syariah tersebut. 

Jika DPS tidak menjalankan perannya dengan baik akan sangat mengkhawatirkan bila masih 

terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut akan berakibat 

pada pandangan masyarakat yang menjadi kurang baik terhadap kredibilitas lembaga itu sendiri 

dan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap lembaga keuangan syariah yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu (1) 

Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam kepatuhan prinsip Syariah di Perbankan 

Syariah? (2) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan Good Corporate 

Governance dalam Perbankan Syariah? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian ini 

menggunakan literatur sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan 

berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat 

penulis dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian penelitian ini 

menggunakan data sekunder, termasuk data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian yang diperoleh dari buku atau literatur yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan 

dalam bentuk makalah, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan sebagainya. 

Teknik pengumpulan data adalah observas dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kemudian diklasifikasikan, yang 

berkaitan dengan analisis peran dewan pengawas Syariah terhadap pelaksanaan corporate 

governance pada perbankan Syariah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Teori Stakeholder 

Bank syariah memiliki prinsip, teori, dan praktik yang berbeda dengan bank 

konvensional (Antonio dkk, 2012).  Perbedaan utama antara bank syariah dan konvensional 

adalah penggunaan hukum Islam sebagai dasar utama untuk mengembangkan konsep, teori, 

dan praktik bisnis mereka. Bank syariah adalah bank yang menggunakan syariat Islam untuk 

praktik bisnisnya, sehingga harus ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.  

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan harus berorientasi pada 

pemenuhan semua kepentingan pemangku kepentingan. Stakeholder adalah "kelompok dan 

individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi" oleh tindakan yang berkaitan dengan 

penciptaan nilai dan operasi perusahaan (Horisch dkk, 2014).  Beroperasinya suatu perusahaan 

pada dasarnya merupakan kinerja tim yang tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku 

kepentingan, sehingga pemenuhan hak seluruh pemangku kepentingan secara wajar adalah hal 
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yang wajar. Freeman dkk (2010) menilai bahwa tujuan teori stakeholder adalah untuk 

menciptakan nilai bagi semua stakeholder.  

Dalam konsep entitas berdasarkan memiliki agama hukum sebagai dasar 

operasionalnya, entitas Islam memiliki pemangku kepentingan yang lebih luas daripada entitas 

konvensional. Entitas Islam memiliki orientasi pada kinerja holistik yang meliputi kinerja di 

dunia dan di akhirat. falah berorientasi). Jadi, para pemangku kepentingan entitas Islam peduli 

dengan Tuhan. Pemenuhan kepentingan Allah dilakukan dengan operasionalisasi bank syariah 

sesuai dengan syariat Islam (A.N. Mohammed dan Muhammed, 2017). Untuk menjamin 

terpenuhinya syariat Islam, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini 

berfungsi sebagai pengawas dan konsultan manajemen dalam menjalankan bank agar 

operasionalnya sesuai dengan syariat Islam.  Dengan demikian efektivitas peran DPS dalam 

menjalankan fungsinya sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan bank, yaitu dari sudut 

pandang teori pemangku kepentingan, terpenuhinya seluruh kepentingan pemangku 

kepentingan.  

Selain DPS, bank juga membutuhkan pihak lain yang menjamin bank dapat memenuhi 

kebutuhan stakeholders. Dari sudut pandang konflik keagenan, terdapat asimetri informasi 

antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal 

memiliki informasi yang berbeda mengenai kinerja perusahaan. Manajemen sebagai pihak 

yang menjalankan perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

pemilik. Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan 

demikian, tata kelola perusahaan diperlukan untuk menjamin kepentingan semua pemangku 

kepentingan. 

 

B. Perbankan Syariah di Indonesia 

Keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu 

keniscayaan mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia. Keberadaan perbankan konvensional berbasis bunga tidak sejalan dengan prinsip 

syariah. Berdasarkan prinsip syariah, konsep bunga dikategorikan sebagai riba dan 

dilarang.fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.  (MUI) No 1 Tahun 2004 tentang Bunga 

menyatakan bahwa bunga dalam praktek perbankan telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 

pada zaman Rasulullah SAW, yaitu larangan riba (riba nasiah).  

Oleh karena itu, bunga dalam praktek perbankan dilarang (haram), baik yang dilakukan 

oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lain maupun 

perorangan. Terkait dengan lembaga keuangan konvensional, fatwa disebutkan sebelumnya 

juga menegaskan bahwa dilarang melakukan transaksi dengan menggunakan lembaga 

keuangan konvensional untuk daerah yang memiliki akses mudah ke lembaga keuangan 

syariah. Sedangkan untuk daerah yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan 

syariah, transaksi dengan menggunakan lembaga keuangan konvensional diperbolehkan 

dengan adanya prinsip emergensi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat 

tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pangsa pasar perbankan syariah 

hanya 5% dibandingkan perbankan konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwafatwa 

larangan bunga dalam sistem perbankan tidak dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Hal 

yang disebutkan sebelumnya dapat disebabkan oleh keberadaan perbankan syariah yang belum 

ideal dan memiliki berbagai kelemahan maka perbankan syariah belum sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Republik 

Indonesia Tahun 2018, di Indonesia terdapat 201 perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank 
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Syariah (Bank Umum Syariah/BIS)5, 21 Bank Unit Usaha Syariah (Bank Unit Usaha Syariah/ 

UUS) dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Asyiqin dkk, 2019). 

 

C. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Dewan 

Pengawas Nasional (DSN) di bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Keanggotaan DPS 

membutuhkan keahlian muamalah syariah yang dipadukan dengan pengetahuan di bidang 

ekonomi perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi dan menjaga kesesuaian kegiatan 

usaha bank dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh DSN (Pertiwi, 2019). 

Dewan Pengawas Syariah merupakan keunikan dari tata kelola syariah bank syariah, 

yang berbeda dengan bank konvensional (Waemustafa,2015).  Dewan pengawas syariah adalah 

dewan independen yang ditunjuk oleh DSN-MUI yang bertugas mengarahkan, memberikan 

konsultasi, memberikan nasihat, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan bank untuk 

memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang 

ditetapkan oleh fatwa DSN- MUI, mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dewan pengawas 

syariah juga bertugas memberikan opini tentang kemurnian penerapan prinsip syariah oleh 

bank syariah, baik pada keseluruhan operasional bank syariah maupun pengembangan produk 

dan layanan tertentu sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, dewan pengawas syariah 

bertanggung jawab untuk memberikan pendapat aspek syariah atas temuan atau penyimpangan 

yang ditemukan oleh auditor internal bank syariah untuk ditindaklanjuti (Ridwan dan 

mayapada, 2020). 

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) PBI No 11/3/PBI/2009, secara umum fungsi DPS adalah 

memberikan nasihat kepada Direksi dan memelihara kegiatan bank sesuai dengan prinsip 

syariah. Ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab DPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip 

Syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank; 2. Mengawasi proses 

pengembangan produk baru bank; 3. Meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) 

tentang produk baru yang belum ada fatwanya; 4. Melakukan review pemenuhan Prinsip 

Syariah atas mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan bank; dan 5. 

Meminta data informasi terkait aspek syariah dari bank dalam tugasnya. Ketetapan Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Rumah 

Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menetapkan bahwa DPS pada 

setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat 

kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan kepala cabang lembaga keuangan syariah 

tentang hal-hal yang beraspek syariah; 2. Mengawasi, baik secara aktif maupun pasif, 

pelaksanaan Dewan Syariah Nasional, dan mengarahkan produk dan kegiatan usaha sesuai 

dengan prinsip syariah; 3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan 

Syariah Nasional, mengkomunikasikan dan mengusulkan pengembangan produk lembaga 

keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (Ridwan dan 

mayapada, 2020). 

 

D. Good Corporate Governance (GCG) 

Agar berhasil dalam konteks persaingan perusahaan harus memiliki tata kelola 

perusahaan yang kuat (Larbsh, 2015). Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dipersepsikan 

sebagai penjamin bahwa suatu perusahaan akan mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. 

Perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa praktik tata kelola 

yang baik menjadi bagian dari urat nadi aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, perusahaan 

diharapkan dapat untung karena laba merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan tata 
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kelola. Laba adalah ukuran yang paling menarik perhatian ketika menilai keberhasilan 

manajemen perusahaan (Arniati dkk, 2019). Mengingat bahwa laba umumnya digunakan 

sebagai indikator keberhasilan manajemen, manajer mungkin memiliki niat yang kuat untuk 

melakukan berbagai cara yang secara positif akan mempengaruhi laba yang dilaporkan. 

Manajemen laba merupakan salah satu cara yang mungkin untuk mempengaruhi laba. Studi 

sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba ditemukan di bank syariah. Ini mengejutkan 

mengingat bahwa di bawah keyakinan Muslim semua bisnis syariah harus mematuhi aturan 

Islam untuk tidak secara sengaja terlibat dalam tindakan manipulatif atau tidak etis. 

  Manajemen laba yang terjadi pada perbankan syariah lebih rendah dibandingkan pada 

perbankan konvensional (Quttainah dkk, 2013). Di bawah konsep Syariah, manajer di 

perbankan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih kuat untuk memberikan informasi yang 

benar dan relevan kepada penggunanya. Perbankan syariah didasarkan pada tanggung jawab 

moral dan akan memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perbankan Syariah (Abdelsalam, 2016).   

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengendalian internal 

perusahaan yang bertujuan untuk memastikan manajemen menerapkan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan kewajaran dalam pengelolaan 

perusahaan (Ridwan dan mayapada, 2020). Tata kelola perusahaan ini juga dapat di terapkan 

di perbankan syariah. 

Tata kelola syariah memandang bahwa perusahaan harus dikelola berdasarkan 

paradigma Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariah tidak hanya menyangkut ritual keagamaan 

tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi, bisnis, dan hukum2016). Dalam 

perspektif Islam, tidak ada pemisahan antara kegiatan keagamaan dan non-keagamaan, 

sehingga umat Islam harus selalu mentaati hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh 

karena itu, tata kelola syariah memiliki dua tingkat dewan, yaitu dewan direksi dan dewan 

pengawas syariah, yang melibatkanfugaha (ahli hukum) dan akademisi dari berbagai disiplin 

ilmu (Ngwu, 2016). 

 

E. Kepatuhan Syariah 

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan oleh segala 

sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat 

lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan 

atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri dapat berwujud: 1. Dimulainya, 

perubahan, atau penghentian suatu keadaan hukum. Misalnya: seorang pemuda yang awalnya 

tidak kompeten secara hukum memperoleh kompetensi hukum dengan mencapai usia dewasa. 

2. Timbulnya, perubahan, atau pemutusan hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek 

hukum, di mana hak dan kewajiban salah satu pihak berhubungan dengan hak dan kewajiban 

yang lain. Contoh: perjanjian jual beli; 3. Dimulainya sanksi jika perbuatan itu melawan 

hukum; 4. Akibat hukum yang timbul dari adanya keadaan darurat oleh hukum yang 

bersangkutan dianggap sebagai akibat hokum (Thalib dkk, 2018).  

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dapat dibatalkan hanya 

dengan mengisi permintaan pembatalan dengan pembuktian kepada pengadilan, sebaliknya 

perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap akta atau 

akta notaris, hakim dapat membatalkan atau menyatakan batal demi hukum. Akibat yang 

ditimbulkan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati tergantung pada sifat 

pelanggarannya: baik menyangkut syarat subjektif maupun objektif. Sedangkan yang pertama 

menyebabkan pembatalan, yang kedua menyebabkan perjanjian dianggap batal demi hukum. 
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Kegiatan bank syariah harus didasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara 

pembuatan akta notaris dan prinsip syariah. Notaris yang membuat akta bank syariah dituntut 

untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi akad bank syariah dengan nasabahnya. 

Selain menghormati prinsip hukum yang ada (law compliance), seorang notaris juga harus 

memperhatikan prinsip syariah (syariah compliance) dalam membuat akta. Suatu akad 

digambarkan tidak melanggar prinsip syariah jika tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan syariat 

Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

 

F. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan 

Syariah Kepatuhan Syariah 

Pendirian lembaga keuangan islam awalnya merupakan tindakan respon terhadap 

larangan Syariah membayar dan menerima riba (bunga) (Muhammed dkk, 2016).  Struktur tata 

kelola bank syariah berbeda dari rekan konvensional mereka sebagai akibat dari keberadaan 

kegiatan yang sesuai dengan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masalah kepatuhan 

Syariah di lembaga keuangan islam mendapat perhatian karena tumbuh dan berkembang. 

Selain itu, mengingat tingkat pertumbuhan lembaga keuangan islam berkeberlanjutan 

pembangunan baik negara Islam maupun non-Islam membutuhkan akuntansi Islam. 

 Untuk memahami lembaga keuangan islam secara komprehensif, sangat penting untuk 

memiliki pemahaman dasar tentang standar dan kepatuhan Syariah (Ho, 2015).   Upaya 

standardisasi yang dilakukan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) menjadi kurang dominan diterapkan oleh lembaga keuangan islam 

(Mukhlisin dkk, 2015).  Literatur tentang kepatuhan AAOIFI mengeksplorasi tingkat 

kepatuhan  dan faktor-faktor penentu kepatuhan, dengan mempertimbangkan karakteristik 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) (El-Halaby 2016).  Standar Tata Kelola AAOIFI No. 1  

mendefinisikan dewan Syariah sebagai badan independen yang memiliki tugas untuk 

mengarahkan, meninjau dan mengawasi operasi Lembaga Keuangan Islam untuk mematuhi 

aturan Syariah (AAOIFI, 2010).  Ahmed  (2010) menyatakan bahwa peran utama DPS adalah 

sebagai gate-keeper untuk memastikan implementasi dan kepatuhan Syariah di institusi 

mereka. Setiap anggota DPS wajib mengkaji dan membantu operasional produk yang sesuai 

dengan aturan dan prinsip syariah.  

 Bank syariah di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan jumlah 

anggota antara 2-3 orang yang mengadakan 14 kali rapat. Jumlah anggota dan rapat tersebut 

masih sangat terbatas dalam melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah yang 

memiliki ribuan kantor cabang. Namun, DPS beranggotakan dua orang memenuhi standar 

minimal yang ditetapkan Bank Indonesia. Efektivitas DPS dalam menjalankan tugasnya 

diperkuat ketika salah satu anggota DPS menjalankan tugas DPS di tiga lembaga. Faktor yang 

memperkuat DPS dalam menjalankan tugasnya adalah tingkat pendidikan anggota DPS yang 

rata-rata bergelar magister dengan 50% berlatar belakang bidang hukum Islam, keuangan, dan 

akuntansi (Mukhibat, 2019).   

 Bank syariah di Indonesia memiliki komite audit yang terdiri dari 3-4 auditor. Jumlah 

anggota tersebut cukup bagi komite untuk menjalankan tugas audit bank. Namun dalam 

komposisi dewan komisaris masih terdapat bank yang tidak memiliki komisaris independen. 

Ketiadaan komisaris independen berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Kondisi ini 

diperkuat dengan masih banyaknya pertemuan yang diadakan setahun sekali. Namun, rata-rata 

66,50% komisaris adalah independen. Rasio ini tergolong besar karena lebih dari separuh 

anggota komite berasal dari komisaris independent (Mukhibat, 2019).  
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 Selain memainkan peran independen komisaris, DPS juga berperan dalam Corporate 

Ethics Disclosure (Pengungkapan Etika Perusahaan). Peran DPS yang diukur dari jumlah rapat, 

jumlah anggota, lintas keanggotaan, serta latar belakang dan jenjang pendidikan berpengaruh 

positif terhadap Corporate Ethics Disclosure. Dengan asumsi bahwa apa yang dilaporkan 

dalam laporan tahunan sama dengan yang dilaksanakan, maka jumlah anggota DPS akan 

meningkatkan efektivitas bank dalam menerapkan etika perusahaan. Efektivitas ini juga 

diperkuat dengan jumlah pertemuan DPS, serta latar belakang pendidikan dan jenjang jabatan 

anggota dewan. Anggota dewan yang bergelar doktor ekonomi Islam lebih efektif dalam 

menjalankan tugasnya dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya. Pendidikan di 

bidang ekonomi Islam akan memberikan anggota dewan pemahaman dan keterampilan yang 

lebih komprehensif terkait dengan hukum Islam, ekonomi dan keuangan. Anggota dewan 

dengan keterampilan di bidang hukum dan keuangan Islam akan menemukan mereka sangat 

mendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor eksternal (S. Farook dkk, 2011).  

 Tingkat kepatuhan AAOFI Governance Standars No.1 dan 5 terkait Dewan Pengawas 

Syariah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan yang terdapat pada Bank-bank 

Syariah pilihan adalah 9,7 item pengungkapan kepatuhan syariah terkait DPS dari 15 item atau 

65%. Menunjukkan jumlah pertemuan DPS rata-rata dalam satu tahun sebanyak 13 kali. 

Sedangkan DPS memiliki rata-rata pengalaman selama 7,7 tahun dan lintas keanggotaan DPS 

memiliki rata-rata lintas keanggotaan di 6 Lembaga Keuangan Syariah untuk jumlah total DPS 

dalam firma atau tiga firma untuk satu orang (Fakhruddin dan Jusoh, 2018).  

 Signifikansi lintas keanggotaan DPS menunjukkan bahwa lintas anggota merupakan 

faktor yang berpengaruh dalam menentukan Pengungkapan Kepatuhan Syariah. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa keanggotaan silang merupakan determinan 

penting dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR (El-Halaby. 2016).  Hasil ini 

didukung untuk studi. Keanggotaan silang adalah fitur penting DPS di Lembaga Keuangan 

Islam. Anggota DPS dengan keanggotaan silang akan dapat mengadopsi pengetahuan mereka 

ke dalam penerapan hukum syariah di perbankan Syariah (Rahman, 2013).  DPS terhubung 

dengan lingkungan eksternal karena keanggotaan lintas DPS dapat memungkinkan DPS untuk 

memantau Lembaga Keuangan Islam eksternal dan menyebarkan informasi dari Lembaga 

Keuangan Islam ini. Anggota DPS yang saling terkait dapat dianggap sebagai sumber informasi 

tentang kegiatan dan kebijakan Lembaga Keuangan Islam lainnya. 

 Berdasarkan teori stakeholders DPA memiliki peran yang sangat penting dalam 

perbankan syariah sebagai pihak yang mengawasi dan juga konsultan keuangan Syariah yang 

menjaga Bank Syariah tidak melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan. Selain itu, DPS 

dapat berperan sebagai penasehat ketika terdapat regulasi baru yang mengharuskan Bank 

Syariah mencari pandangan lain dari segi hukum Islam dan membantu mengintegrasikan ilmu-

ilmu hukum Syariah dalam proses operasional perbankan. Sehingga DPS sangat dibutuhkan 

dalam dunia Perbankan Syariah agar tetap senantiasa menjalankan prinsip sharia compliance 

atau prinsip kepatuhan Syariah yang menjadi salah satu prinsip tata kelola Syariah pada entitas 

yang kegiatannya mengacu pada sistem Syariah.  

 

G. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance 

Dalam Perbankan Syariah 

Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Bank Indonesia terdapat peningkatan jumlah 

BUS, UUS dan BPRS yang juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor. Tercatat 

pada bulan Desember 2013, jumlah BUS adalah sebanyak 11 perusahaan, sedangkan jumlah 

UUS sebanyak 23, dan BPRS sebanyak 163 perusahaan. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir (2010-2013), dalam hal pencapaian aset perbankan syariah juga mengalami 
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peningkatan, pada bulan Desember 2013 total aset perbankan syariah mencapai Rp 242,2 

triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 3 (tiga) tahun sebelumnya yang pencapaian 

asetnya berurut dari tahun 2010 adalah 97,5 triliun, 145,4 triliun, 195 triliun (Direktorat 

Perbankan Syariah (2013).  

 Sebagaimana perbankan konvensional, perbankan syariah dalam pengoperasiannya 

juga mempunyai kebutuhan untuk menerapkan prinsipprinsip GCG, dikarenakan situasi 

eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin kompleks juga disertai dengan semakin 

beragamnya tingkat resiko kegiatan perbankan syariah. Setelah berlakunya undang-undang No. 

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik 

yang identik dengan GCG juga dicantumkan secara singkat. Dalam undang-undang No. 21 

tahun 2008 pasal 34, dinyatakan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan 

tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengaturan ini kemudian 

dilengkapi dengan di keluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang 

pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tanggal 29 Januari 

2009. 

 Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 1 angka 10, disebutkan bahwa GCG adalah suatu 

tata kelola bank yang menerapkan prinsipprinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan 

kewajaran (fairness). Namun dalam pertimbangannya, PBI menyatakan bahwa pelaksanaan 

GCG pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Hal inilah 

yang merupakan salah satu yang membedakan penerapan GCG pada perbankan konvensional 

dengan perbankan syariah. 

 Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga-lembaga 

yang concern pada bidang corporate governance, sehingga tidak terdapat satu definisi tunggal 

yang berterima. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan corporate governance sebagai 

kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong 

kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara 

keseluruhan (Satifa dan Suprapto, 2014).   

 Sementara menurut Forum For Corporates Governance In Indonesia (FCGI) corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan 

eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain 

sistem yang mengerahkan dan mengendalikan perusahaan (Tunggal, 2007).  

 Pelaksanaan GCG pada perbankan syariah memerlukan adanya pemahaman mengenai 

prinsip-prinsip GCG. Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip 

dasar terkait dengan GCG, yaitu: 1. Transparansi (Tranparancy) yang berarti tersedianya 

informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti sehingga stakeholders dapat memberi 

keputusan. 2. Akuntabilitas (Accountability) yang berarti manajemen harus mampu merespon 

pertanyaan dari stakeholders mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan manajemen 

perusahaan 3. Pertanggungjawaban (Responbility) yaitu perusahaan mampu dikelola sesuai 

dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Indepedensi 

(Independency) yang berarti tindakan hanya dilakukan untuk kepentingan perusahaan tanpa 

ada pengaruh dari pihak lain untuk menghindari conflict of interest. 5. Kewajaran (Fairness) 

yang berarti adanya perlindungan terhadap hak-hak stakeholders. 

 Dalam ajaran islam, kelima prinsip-prinsip pokok diatas sesuai dengan norma dan nilai 

islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan 
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diterapkannya prinsip adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas‟uliyah (akuntabilitas), 

akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah 

(kecerdasan), tabligh (transparansi), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung 

jawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (pengelolaan syariah), khilafah 

(kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berpikir positif), raqabah (pengawasan), 

qira’ah dan islah (organisasi yang selalu melakukan perbaikan). Jadi pada dasarnya, konsep 

Good Corporate Governance (GCG) yang harus diterapkan dalam perbankan syariah sesuai 

dengan konsep dan norma islam dalam hukum islam (Wardayati, 2011).  

 Pasal 46 PBI No. 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) 

wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kemudian 

pada pasal 47 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tugas dan tanggung jawab DPS adalah 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai 

dengan prinsip syariah.  

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam mendukung pelaksanaan GCG pada 

perbankan syariah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47, yakni memberi nasihat dan 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, 

meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas 

pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank. b) Mengawasi proses pengembangan 

produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. c) Meminta fatwa kepada DSN MUI 

untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. d) Melakukan review secara berkala atas 

pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa bank. e) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kinerja bank dalam pelaksanaan tugasnya. 

 Selain itu, dewan pengawas syariah juga wajib menyampaikan laporan hasil 

pengawasannya secara semesteran kepada stakeholders. Seperti Otoritas Perbankan Syariah, 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Komisaris, dan Direksi bank 

syariah. Tata cara pelaporannya diatur secara lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 

Dewan pengawas syariah (DPS) juga wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

 Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DPS dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan GCG di 

perbankan syariah memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: dalam rangka menjalankan fungsi 

koordinasi, fungsi pengawasan dan fungsi pelaporan. Dengan demikian teori stakeholders yang 

dikemukakan pada penjelasan di atas dapat diimplementasikan oleh DPS dalam rangka proses 

pelaksanaan GCG pada perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat pada salah satu tugas DPS 

yang senantiasa memastikan operasional yang ada di perbankan Syariah telah terlaksana 

dengan baik. 

 

H. Langkah – Langkah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Masih Adanya Riba 

Di Dunia Perbankan Syariah 

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari 

pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, 

sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai 

pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi 

dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi 

harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah 

dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil 
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yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana (Chapra dan 

Khan, 2008).  

 Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi 

menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah 

tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan: 1. 

Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki 

Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang 

ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas 

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. 

 Berdasarkan undang-undang ini, maka setiap badan hukum atau perusahaan yang 

beroperasional berdasarkan prinsip syariah hendaklah memiliki DPS. Oleh karena itu, Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan: 1. Dewan Pengawas Syariah hendaklah 

didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah 

(UUS); 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; 3. Dewan 

Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip 

Syariah; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Syariah Pasal 32, maka perbankan syariah harus mendirikan DPS seperti 

yang dimandatkan oleh UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

 

PENUTUP   

1. Penerapan prinsip syariah secara kaffah (total islam) memainkan peran kunci dalam 

menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan 

syariah. Namun dalam praktiknya upaya tersebut juga harus sesuai dengan penerapan 

prinsip syariah secara kaffah (total Islam) oleh notaris yang membuat akta bank syariah. 

Pasal 32 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan kewenangan 

kepada DPS untuk menjamin penghormatan terhadap Kepatuhan Syariah dalam praktik 

bank syariah. Untuk memastikan penerapan Syariah Kepatuhan secara menyeluruh, DPS 

juga mengawasi substansi akta notaris yang terkait dengan bank syariah. Oleh karena itu, 

perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karenanya batal 

demi hukum. Secara tegas dikatakan sumbang dan tidak sempurna (menyiratkan kebatilan 

dan kebatilan) suatu perjanjian yang syarat-syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam. Dengan demikian, pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjaga 

persyaratan dan menjaga kontrak yang harmonis agak jelas.  

2. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) ini juga sangat berperan dalam penerapan tata 

kelola dalam perbankan syariah. Tata kelola perusahaan yang baik telah ditegaskan dalam 

Pasal 34 pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan 

Peraturan Bank Sentral Nomor 11/33/2009 tentang Penyelenggaraan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat memberikan 

dampak positif terhadap kinerja dan pengendalian keuangan di dalam perusahaan atau 

perbankan.. 
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